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Pendahuluan
Diberlakukan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

pada pasal 89 ayat (1)

• mengamanatkan bahwa, “BPHTB = 5% Tarif BPHTB x (NPOP-NPOPTKP)

• NPOP = NJOP Pajak Bumi dan Bangunan

• NPOPTKP = Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing – masing.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

pada pasal 89

• “BPHTB = 5% Tarif BPHTB x (NPOP-NPOPTKP)

• NPOP = NJOP Pajak Bumi dan Bangunan

• NPOPTKP atas waris pada Peraturan Daerah kabupaten Pasuruan = Rp. 300.000.000

➢Dasar hukum pemungutan BPHTB diatur Undang – Undang No. 28 tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasuruan No. 2 tahun 2011 harus sesuai dalam memperhitungkan, mengawasi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan
berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan[12].
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)
Dalam Praktiknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pasuruan menghitung BPHTB Waris terhutang

• Dalam menentukan besaran nilai NPOP terdapat perbedaan, dengan ketentuan :

Jika sertifikat pemilik tunggal atau ahli waris tunggal, maka besaran nilai NPOP tersebut sesuai dengan nilai NJOP
Pajak Bumi dan Bangunan

Jika sertifikat pemilik bersama atau ahli waris lebih dari satu, maka besaran nilai NPOP dikalikan sesuai dengan
jumlah ahli waris tersebut

menguraikan bagaimana perlakuan akuntansi BPHTB atas tanah waris apakah ada perbedaan antara pemilik
tunggal dengan pemilik lebih dari satu ahli waris pada BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan memperhitungkan
BPHTB sebagaimana menurut UU No. 28 tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.2 tahun
2011.
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Metode
Penelitian kuantitatif Deskriptif menggunakan Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian pada BPKPD 

Kabupaten Pasuruan dan notaris dan PPAT Kabupaten Pasuruan

Teknik Pengumpulan data 

• Metode Dokumentansi

• Studi Pustaka

Teknik analisis data

• Mengambarkan perlakuan akuntansi BPHTB atas tanah waris bila pemilik tunggal dan lebih dari satu pemilik pada BPKPD

kabupaten Pasuruan.

• Melakukan perhitungan menurut UU No.28 tahun 2009.

• Membandingkan hasil perhitungan pajak BPHTB pada BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan menurut UU No.28 tahun 

2009 dan Perda Kabupaten Pasuruan No. 2 tahun 2011.
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Hasil

Perhitungan BPHTB  atas waris yang dilakukan BPKPD Kabupaten Pasuruan dalam menentukan besaran nilai NPOP             

Berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Sertifikat pemilik tunggal atau ahli waris satu , besaran nilai NPOP sesuai dengan besaran nilai NJOP Pajak Bumi dan 

Bangunan, sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 dan Peraturan Daerah  Kab. Pasuruan No.2 tahun 2011
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SSPD-BPHTB 
Pemilik tunggal atau ahli waris satu
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Hasil

2. Sertifikat beberapa pemilik atau ahli waris lebih dari satu , besaran nilai NPOP tidak sesuai dengan besaran nilai NJOP           

Pajak Bumi dan Bangunan, rumusan menentukan besaran nilai NPOP dengan cara dibagi terlebih dahulu menggunakan

pembilang/penyebut berdasarkan jumlah nama dalam sertifikat , Tidak sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 dan Peraturan

Daerah Kabupaten Pasuruan No. 2 Tahun 2011
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SSPD-BPHTB 
Beberapa pemilik /

ahli waris Lebih dari satu
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Pembahasan
Perhitungan BPHTB Menurut UU No. 28 tahun 2009 dan Peraturan daerah Kabupaten Pasuruan No. 2 tahun 2011



10

Pembahasan
Perhitungan BPHTB Menurut UU No. 28 tahun 2009 dan Peraturan daerah Kabupaten Pasuruan No. 2 tahun 2011
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Kesimpulan 
• besaran nilai NPOP tidak sesuai dengan besaran nilai NJOP Pajak Bumi dan Bangunan

• Terdapat selisih perhitungan besaran nilai NPOP sebesar Rp. 97.645.000,- berdasarkan sertifikat beberapa pemilik
atau ahli waris lebih dari satu yang dilakukan BPKPD Kabupaten Pasuruan, sedangkan menurut UU No. 28 tahun
2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 2 tahun 2011 besaran nilai NPOP sebesar p. 108.105.000,-.

• Pada perhitungan BPHTB terhutang yang dilakukan BPKPD Kabupaten Pasuruan menurut UU No. 28 tahun 2009
dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 2 tahun 2011 dengan hasil perhitungan yang sama sebesar Rp. 0,-
atau nihil.
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Terima Kasih ☺


